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ABSTRAK

Miska Rahayu.2025. Kebijakan Pemimpin Pondok Pesantren dalam Mengembangkan
Pendidikan Formal (Studi Kasus di Dayah Safinatun Naja, Pulo Ie, Kabupaten
Nagan Raya). Tesis. Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas KH.
Abdul Chalim Mojokerto. Pembimbing: Dr. Muslihun, Lc.,M.Fil

Kata kunci: kebijakan pimpinan, pesantren, pendidikan formal, penyusunan agenda,

evaluasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pimpinan Pondok Pesantren
Safinatun Naja dalam menyusun agenda pengembangan pendidikan formal serta
mengevaluasi pelaksanaannya pada Madrasah Tsanawiyah Safinatun Naja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan
penelitian meliputi pengasuh pondok, pengurus yayasan, kepala madrasah, guru, santri, dan
pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta
penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber
dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan agenda pengembangan
pendidikan formal dilakukan melalui pengamatan kondisi lapangan, identifikasi masalah,
dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Kebijakan pimpinan diarahkan pada
keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, peningkatan mutu
guru, pengembangan kedisiplinan, penyediaan sarana-prasarana, serta penguatan
partisipasi warga madrasah dan masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui
rapat, laporan kepala madrasah, observasi, dan masukan dari guru, santri, serta wali santri.
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan menyusun

agenda pengembangan berikutnya.
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ABSTRACT

Miska Rahayu.2025. Kebijakan Pemimpin Pondok Pesantren dalam Mengembangkan
Pendidikan Formal (Studi Kasus di Dayah Safinatun Naja, Pulo Ie, Kabupaten
Nagan Raya). Tesis. Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas KH.
Abdul Chalim Mojokerto. Pembimbing: Dr. Muslihun, Lc.,M.Fil

Keywords: leadership policy, Islamic boarding school, formal education, agenda setting,

evaluation.

This study aims to analyze the policy of the leadership of Safinatun Naja Islamic
Boarding School in setting the agenda for formal education development and evaluating its
implementation at Safinatun Naja Islamic Junior Secondary School.

This study employed a qualitative case-study approach. Data were collected through
in-depth interviews and documentation. The research informants included the boarding
school leader, foundation administrators, the madrasah principal, teachers, students, and
other relevant parties. Data were analyzed through data reduction, data display, and
conclusion drawing and verification. Data validity was examined through source and
technique triangulation.

The findings show that the development agenda was formulated through field
observation, problem identification, and deliberation involving relevant stakeholders. The
leadership policy focuses on balancing general and religious education, improving teacher
quality, strengthening discipline, developing facilities, and increasing the participation of
the madrasah community and society. Evaluation was conducted periodically through
meetings, reports, observation, and feedback from teachers, students, and parents. The
evaluation results were used to improve policies and formulate subsequent development

agendas.
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